Sistem Pemerintahan Daerah Masa Awal Kemerdekaan ( Demokrasi Terpimpin (1) : Periode 1945 – 1957

Sistem Pemerintahan Daerah UU No.1 Tahun 1945

· Wilayah Negara dibagi ke dalam 8 provinsi yang merupakan daerah administratif (tanpa otonomi);

· UU ini menetapkan 3 jenis Daerah otonom, yaitu kerisedanan, kabupaten, dan kota berotonomi.

· Dalam UU yang hanya terdiri dari 6 pasal, mengatur tentang :

1. Komite Nasional Daerah (KND) dibentuk oleh Mendagri di Karesidenan, Kota berotonomi, dan Kabupaten kecuali di Surakarta dan Yogyakarta;
2. KND diubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) yang dipimpin oleh kepala daerah mengatur sendiri rumah tangganya sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atasnya;

3. BPRD memilih maksimal 5 orang sebagai Badan Eksekutif, yang dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari.

· Sistem distribusi kewenangannya berdasarkan sistem formal, yakni urusan rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
Sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948

· Di bawah pemerintahan pusat terdapat 3 tingkatan pemerintah daerah, yaitu Provinsi (DT I), Kabupaten dan Kota Besar (DT II), dan Desa, Kota Kecil, Nagari atau Marga (DT III), wilayah administrative akan dihapuskan.

· Pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). DPD menjalankan kekuasaan eksekutif dan bertanggungjawab kepada DPRD. DPD dipimpin oleh Kepala Daerah; Pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan DPRD.
· Kedudukan Kepala Daerah tidak lagi bersifat dualistis karena tidak sekaligus sebagai ketua DPRD.

· Kepala Daerah adalah juga wakil pemerintah pusat di daerah, dan dalam posisi ini dia mengontrol DPD maupun DPRD yang telah mencalonkannya.

· Daerah akan menerima 15 fungsi pemerintahan melalui peraturan pemerintah.

· UU inin menganut sistem distribusi kewenangan materiil, yakni Pemerintah Pusat menentukan urusan apa saja yang akan diserahkan kepada daerah. artinya, kepada setiap daerah otonom dirinci kewenangan yang diserahkan, di luar itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

· Rencana pembentukan DT III tidak pernah terlaksana karena terlalu seringnya pergantian cabinet (sebanyak 9 kali), juga karena tidak adanya suatu peraturan yang berlaku bagi seluruh Negara bagian.

Sistem Pemerintahan Daerah UU No. 1 Tahun 1957

· Menganut sistem distribusi kewenangan riil, dimana daerah menghendaki adanya penyerahan urusan dari pemerintah pusat yang sebanyak-banyaknya.

· Kepala daerah dan DPD dipilih langsung oleh DPRD untuk kemudian disahkan oleh pusat dan bukannya diangkat oleh pusat dari calon yang diajukan DPRD.

· DPRD merumuskan kebijakan daerah, sedangkan DPD menjalankan kebijakan tersebut.  

